
 

  

BERITA NEGARA 
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No.1219, 2018  KEMENKUMHAM. Plh dan Plt. Perubahan. 

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN 

PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas 

dan fungsi serta penguatan sinergitas kinerja di 

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

perlu menunjuk Pejabat Struktural yang memiliki 

kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia sebagai Pelaksana Tugas Jabatan 

Struktural yang lowong; 

b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu mengubah Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan 

Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan 
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Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di 

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan 

Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1135 ); 

www.peraturan.go.id



2018, No. 1219 
-3- 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG 

PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan 

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) diubah sebagai 

berikut: 

  

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Menteri menunjuk salah satu Pimpinan Unit Eselon 

I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia sebagai Pelaksana Tugas bagi Jabatan 

Struktural Pimpinan Unit Eselon I yang lowong. 

(2) Dalam hal Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas, Menteri 

menunjuk Pejabat Struktural Eselon II.a Pusat 

sebagai Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural 

Pimpinan Unit Eselon I yang lowong. 

 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 13 

(1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk 

Pejabat Struktural Eselon II.a Pusat sebagai 

Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural Kepala 

Kantor Wilayah yang lowong. 

(2) Dalam hal Pejabat Struktural Eselon II.a Pusat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas, Sekretaris 

Jenderal atas nama Menteri menunjuk Pejabat 

Struktural Eselon II.a pada Kantor Wilayah. 

(3) Dalam hal Pejabat Struktural sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat 

ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas, Sekretaris 

Jenderal atas nama Menteri menunjuk Kepala Divisi 

Administrasi pada Kantor Wilayah dimaksud sebagai 

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah. 

(4) Dalam hal Kepala Divisi Administrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditunjuk sebagai 

Pelaksana Tugas, Sekretaris Jenderal atas nama 

Menteri menunjuk Kepala Divisi lain pada Kantor 

Wilayah dimaksud. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 4 September 2018 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

      ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 4 September 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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